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NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG,

bahwa untuk menjamin kegiatan pembangunan daerah dapat
berjalan efektif, efisien, terpadu dan bersasaran maka diperlukan
adanya perencanaan pembangunan daerah;

bahwa untuk penyusunan perencanaan pembangunan yang dapat
menjamin tercapainya tujuan daerah perlu ada sistem perencanaan
pembangunan daerah sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
hurup a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat |l Tangerang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3861);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4010);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Perundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

20.Perda Nomor 9 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007
Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan
WALIKOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Tangerang.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
4. Walikota adalah Walikota Tangerang.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah DPRD Kota Tangerang.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat
Bappeda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung
jawab terhadap tugas dan fungsi perencanaan pembangunan.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu.

8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya
disebut Kepala Bappeda adalah Kepala SKPD yang
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
perencanaan pembangunan daerah.
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9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Kepala
SKPD adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

10.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.

11.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah di
bawah Kecamatan.

12.Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan
daerah Kota Tangerang.

13. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Tangerang.

14.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia.

15.Pembangunan Daerah adalah bagian dari kesatuan sistem
pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen
masyarakat dan pemerintah menurut prakarsa daerah dalam rangka
mencapai tujuan pembentukan daerah, dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

16.Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan
tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan daerah dalam jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat.

17.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk periode 20
(dua puluh) tahun, selanjutnya disingkat RPJPD.

18.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode 5
(lima) tahun, selanjutnya disingkat RPJMD.

19.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk
periode 5 (lima) tahun.

20.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

21.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk
periode 1 (satu) tahun.

22.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.

23.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

24 . Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi.

25.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah
Daerah untuk mencapai tujuan.

26.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai
sasaran dan tujuan didukung oleh alokasi anggaran yang jelas dan
memiliki kerangka waktu pelaksanaan yang tetap.

27.Program Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah satu/lebih kegiatan
suatu satuan kerja perangkat daerah.
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28.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu
atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil
(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis
sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

29.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat
Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun
rencana pembangunan daerah.

30.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat
APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kota
Tangerang yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah
daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

31.Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang
dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang
dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

32.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi
masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap
rencana dan standar.

33.Pemantauan  adalah  kegiatan = mengamati  perkembangan
pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta
mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul
untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

34.Konsultasi Publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat
antara pemerintah daerah yang telah menyiapkan suatu rancangan
RPJP dan RPJMD dengan masyarakat yang akan memberikan
masukan terhadap rancangan tersebut sebagai bahan untuk
musrenbang Jangka Panjang dan Jangka Menengah.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2
(1) Pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi
dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.

(2) Perencanaan pembangunan daerah disusun secara sistematis,
terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

(3) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah diselenggarakan
berdasarkan asas umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(4) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk :
a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik
antar ruang, antar waktu, serta antar fungsi Pemerintahan
maupun antara Pusat dan Daerah;

c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
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